
 
 

GGUUBBEERRNNUURR  BBAALLII  
 

PERATURAN GUBERNUR BALI 
 

NOMOR 3 TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI BALI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR BALI, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) 

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali; 

b. bahwa Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan kondisi 
perekonomian saat ini sehingga perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali; 

 
 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 

 



 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 4400); 

6.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Angggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 4712); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

 

 



 

 

 

 

11. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 9 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali (Lembaran 
Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 1) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 
2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali 
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI 

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI. 
 

Pasal 1 
 
  Menetapkan Tunjangan Perumahan bagi Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam bentuk uang untuk masing-
masing anggota sebesar Rp.14.900.000,00 (empat belas juta 
sembilan ratus ribu rupiah) per orang per bulan. 
 

Pasal 2 
 
  Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan 

Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Bali. 
 

Pasal 3 
 

  Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan 
Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tunjangan Perumahan 
Anggota Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali (Berita 
Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
Pasal 4 

 
  Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Bali. 
 
 

Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal 10 Januari 2011 

GUBERNUR BALI, 
 
 
 
 
 
MADE MANGKU PASTIKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 3 

Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 10 Januari 2011 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 

 
 

                    I MADE JENDRA 


